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DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh:
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Abstract
Diversion of narcotic crime in the criminal justice system for the children. 
Children in conflict with the law, especially in narcotic cases not specifically 
regulated in Law Number 35 of 2009 on the Narcotics. During this time the 
children in conflict with the law that is drafted in the Law Number 11 of 2012 on 
the Criminal Justice System for The Children. Criminal punishment against with 
a certain person started because that person has committed a crime. Children 
in the case of a criminal act of narcotics criminal sanctions will have a negative 
impact on a child’s future. Referring to the criminal justice system for the children 
are known to attempt a diversion to divert the child’s completion of the criminal 
case of the trial into a non-judicial process. This research with the normative 
methods research type, which aims to determine the impact of the imposition of 
criminal sanctions and diversion efforts for children in narcotic crime.

Keywords: Diversion, Children, Narcotic

Abstrak
D�vers� t�ndak p�dana narkot�ka dalam s�stem perad�lan p�dana anak. Anak yang 
berkonfl�k dengan hukum khususnya dalam t�ndak p�dana narkot�ka belum 
d�atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkot�ka. Selama �n� terhadap anak yang berkonfl�k dengan hukum mengacu 
pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang S�stem Perad�lan P�dana 
Anak.  Penjatuhan p�dana terhadap seseorang bermula karena seseorang tersebut 
telah melakukan suatu t�ndak p�dana. Anak dalam hal melakukan t�ndak p�dana 
narkot�ka yang d�jatuh� sanks� p�dana akan berdampak buruk pada masa depan 
anak. Mengacu pada s�stem perad�lan p�dana anak yang d�kenal upaya d�vers� 
untuk mengal�hkan penyelesa�an perkara t�ndak p�dana anak dar� proses perad�lan 
ke proses non perad�lan. Penel�t�an �n� menggunakan metoda penel�t�an hukum 
normat�f, yang bertujuan untuk dapat mengetahu� dampak penjatuhan sanks� 
p�dana dan upaya d�vers� bag� anak dalam t�ndak p�dana narkot�ka.

Kata Kunc�: Diversi, Anak, Narkotika.
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I.  PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah dan 

karun�a Tuhan Yang Maha Esa yang 
mem�l�k� harkat dan martabat sebaga� 

manus�a seutuhnya. Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa 
set�ap anak berhak atas kelangsungan 
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h�dup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perl�ndungan dar� kekerasan 
dan d�skr�m�nas�. Anak sebaga� tunas, 
potens�, dan generas� muda penerus 
c�ta-c�ta perjuangan bangsa mem�l�k� 
peran strateg�s, c�r�, dan s�fat khusus 
seh�ngga waj�b d�l�ndung� dar� segala 
bentuk perlakuan t�dak manus�aw� yang 
mengak�batkan terjad�nya pelanggaran 
hak asas� manus�a. T�ap-t�ap anak 
waj�b mendapatkan pemb�naan sejak 
d�n� bahkan sejak dalam kandungan 
pun anak mendapatkan perl�ndungan, 
anak perlu mendapat hak yang seluas-
luasnya agar dapat tumbuh serta 
berkembang secara maks�mal, ba�k 
secara f�s�k, mental bahkan sos�al. 
Masa kanak-kanak adalah masa dalam 
per�ode penaburan ben�h, pend�r�an 
t�ang pancang, serta pembuatan 
pondas�, yang dapat d�sebut juga 
sebaga� per�ode pembentukan watak, 
kepr�bad�an dan karakter d�r� seorang 
anak, agar anak-anak tersebut kelak 
mem�l�k� kekuatan dan kemampuan 
serta berd�r� tegar dalam menjalan� 
keh�dupan d� masa mendatang2.

Jaman yang serba modern �n�, 
kenakalan anak bukan lag� d�anggap 
sebaga� kenakalan b�asa. Anak-
anak seolah-olah menjad�kan suatu 
kenakalan tersebut sebaga� keb�asaan 
sehar�-har� d� dalam pergaulan 
mereka. Kenakalan tersebut terkadang 
merupakan suatu perbuatan yang 
tergolong t�ndak p�dana, sepert�: 
2  Ma�d�n Gultom, 2008, Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 
Ref�ka Ad�tama, Bandung,  hlm. 1.

mencur�, memperkosa, bahkan 
menggunakan obat-obatan berbahaya 
atau ser�ng d�sebut dengan narkot�ka. 
Narkot�ka salah satunya, ya�tu obat-
obatan terlarang yang mem�l�k� zat 
akt�f dan pengaruhnya j�ka d�gunakan 
ya�tu berupa pemb�asan, h�langnya 
rasa sak�t rangsangan, semangat dan 
halus�nas�. Dengan t�mbulnya efek 
halus�nas� �n�lah yang menyebabkan 
kelompok masyarakat terutama d� 
kalangan anak-anak atau remaja �ng�n 
menggunakan narkot�ka seh�ngga 
t�mbul penyalahgunaan narkot�ka.  
Narkot�ka j�ka d�gunakan akan 
men�mbulkan efek ketergantungan atau 
ad�ks� obat ya�tu suatu kela�nan obat 
yang bers�fat kron�k/per�od�k seh�ngga 
pender�ta keh�langan kontrol terhadap 
d�r�nya dan men�mbulkan kerug�an 
terhadap d�r�nya dan masyarakat3. 

Pemer�ntah, orang tua maupun 
masyarakat harus leb�h bers�kap untuk 
member�kan perhat�an yang leb�h ser�us. 
Anak mem�l�k� s�fat yang mas�h sangat 
lab�l dalam hal emos�, apab�la terdapat 
penanganan kasus kejahatan dengan 
pelaku anak, maka anak tersebut perlu 
mendapat perhat�an khusus. Seorang 
t�dak dapat d�hukum oleh karena 
melakukan suatu kesalahan, apab�la 
sebelum �a melakukan kesalahan �tu, 
belum terdapat adanya ketentuan 
pasal dar� suatu Undang-Undang yang 
menyatakan bahwa kesalahan yang 
d�perbuatnya �tu d�ancam dengan 

3 Jul�anan L�sa FR dan Nengah Sutr�sna W, 
2013, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan 
Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha 
Med�ka, Yogyakarta, hlm. 2
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hukuman. Hal tersebut merupakan 
cerm�nan dar� asas Nullum Delictum, 
Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali, 
asas tersebut terdapat dalam ketentuan 
Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Amer�ka Ser�kat membuat suatu 
upaya dengan membentuk Undang-
Undang S�stem Perad�lan P�dana Anak 
(juvenile court) yang pertama d� M�nos 
Amer�ka Ser�kat tahun 1889. Undang-
Undang  tersebut d�dasarkan pada azas 
parens patrie, yang berart� ”penguasa 
harus bert�ndak apab�la anak-anak 
yang membutuhkan pertolongan”, 
sedangkan anak dan pemuda yang 
melakukan kejahatan seba�knya 
t�dak d�ber� p�dana mela�nkan harus 
d�l�ndung� dan d�ber� bantuan4. 

Upaya tersebut t�dak hanya 
d�lakukan oleh Amer�ka Ser�kat, 
untuk mewujudkan hal serupa d� 
Indones�a juga telah d�bentuk Undang-
Undang yang mengatur mengena� 
S�stem Perad�lan P�dana Anak ya�tu 
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 
2012 penggant� Undang-Undang No. 
3 Tahun 1997 tentang Pengad�lan 
Anak. Semua ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang S�stem Perad�lan P�dana 
Anak (selanjutnya d�sebut UU SPPA) 
yang sangat erat hubungannya dengan 
perlakuan khusus terhadap pelaku 
t�ndak p�dana anak. Ket�ka berb�cara 
masalah perl�ndungan hukum bag� 
anak t�dak dapat d�lepaskan dar� 

4 Wag�at� Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, 
PT.Ref�ka Ad�tama, Bandung, hlm. 1.

tujuan dasar perad�lan anak ya�tu 
untuk mewujudkan kesejahteraan 
anak dengan mendahulukan atau 
mengutamakan kepent�ngan anak.

Konvens� Perser�katan Bangsa-
Bangsa Tahun 1989 Tentang Hak-Hak 
Anak menyatakan bahwa t�ndakan 
hukum yang d�lakukan terhadap 
mereka yang berus�a d� bawah 18 tahun 
harus mempert�mbangkan kepent�ngan 
terba�k anak. Ketentuan Pasal 1 angka 
3 UU SPPA, anak yang berkonfl�k 
dengan hukum yang selanjutnya 
d�sebut Anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetap� 
belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang d�duga melakukan t�ndak 
p�dana. Anak bukanlah sebaga� 
m�n�atur orang dewasa tentunya yang 
memerlukan penanganan khusus 
terhadap anak yang bermasalah 
d� hadapan hukum. Anak yang 
berhadapan dengan perkara narkot�ka 
ket�ka d�pertanggungjawabkan dalam 
sebuah s�stem pem�danaan yang 
ada dalam Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkot�ka 
(selanjutnya d�sebut Undang-Undang 
Narkot�ka), hak�m dalam menangan� 
perkara tersebut waj�b bersungguh-
sungguh dan memegang teguh f�losof� 
pokok ya�tu untuk kepent�ngan terba�k 
anak dalam mencapa� suatu kead�lan5. 

5 Sus� Pangar�buan, 2012, T�njauan Terhadap 
S�stem Pem�danaan M�n�mal Bag� Anak 
Dalam Perkara Narkot�ka Dengan Kerangka 
Kepent�ngan Terba�k Anak, Varia Peradilan, 
No. 325, hlm.56 
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Penggunaan sanks� p�dana bag� 
anak secara teor�t�s dan secara yur�d�s 
tetap d�mungk�nkan, meng�ngat 
bahwa penggunaan sanks� p�dana bag� 
tersebut t�dak dapat d�samakan dengan 
penggunaan sanks� p�dana bag� orang 
dewasa. Penggunaan sanks� p�dana bag� 
anak d�tentukan dengan persyaratan-
persyaratan yang sangat ketat, art�nya 
penjatuhannya juga harus sangat 
selekt�f dan pelaksanaannya harus 
d�sesua�kan dengan kond�s� kej�waan 
s� anak. Oleh karena �tu sangat �ron�s 
dan sangat t�dak dapat d�benarkan, 
apab�la terdapat anak yang menjalan� 
p�dana bersama-sama dengan orang 
dewasa. 

Secara umum d� dalam KUHP 
terdapat t�ga rumusan pasal yang 
mengatur tentang sanks� p�dana 
terhadap anak. Pertama, pada ketentuan 
Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang 
batas maks�mum seorang anak dapat 
d�pertanggungjawabkan atas t�ndak 
p�dana yang d�lakukannya. Kedua, 
ketentuan Pasal 46 yang mengatur 
tentang aturan adm�n�stras� berka�tan 
dengan apa yang harus d�kerjakan 
hak�m setelah �a member� per�ntah, 
bahwa yang bersalah d�serahkan 
kepada pemer�ntah. Ket�ga ya�tu 
ketentuan Pasal 47 yang mengatur 
tentang pengurangan p�dana dalam 
hal hak�m akan menjatuhkan p�dana 
kepada pelaku anak. Namun setelah 
d�undangkannya Undang-Undang 
No.3 Tahun 1997 tentang Pengad�lan 
Anak yang d�cabut dan d�gant� dengan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang S�stem Perad�lan P�dana Anak, 
ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP 
tersebut d�nyatakan t�dak berlaku lag�.

Anak yang berkonfl�k dengan 
hukum atau yang d�duga melakukan 
t�ndak p�dana khususnya t�ndak p�dana 
narkot�ka, j�ka d�cermat� terdapat 
beberapa ketentuan pasal dalam 
Undang-Undang Narkot�ka yang 
khusus d�berlakukan bag� anak, ya�tu 
pasal pengecual�an terhadap mereka 
yang belum cukup umur. Namun 
dem�k�an, Undang-Undang Narkot�ka 
t�dak secara khusus mengatur 
tentang stelsel sanks� p�dana bag� 
anak.  Oleh karena �tu, berlakunya 
stelsel sanks� p�dana dalam Undang-
Undang Narkot�ka terhadap anak, 
juga harus d�berlakukannya juga UU 
SPPA sebaga� ketentuan khusus yang 
d�terapkan terhadap anak, hal �n� 
sebaga� konsekuens� adanya asas lex 
specialist derogat legi generalis6.

UU SPPA dalam hal �n� menganut 
konsep kead�lan restorat�f yang 
d�wujudkan melalu� upaya d�vers�. 
Kead�lan restorat�f atau restoratif 
justice adalah model penyelesa�an 
perkara p�dana yang mengedepankan 
pemul�han kembal� terhadap korban, 
pelaku, dan masyarakat. Tujuan 
kead�lan restorat�f adalah adanya 
part�s�pas� korban dan pelaku, 
part�s�pas� warga sebaga� fas�l�tator 

6 Koesno Ad�,  2014, Diversi Tindak Pidana 
Narkotika Anak, Setara Press, Malang, hlm. 
23
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dalam penyelesa�an kasus, seh�ngga 
ada jam�nan anak atau pelaku t�dak 
lag� mengganggu harmon� yang sudah 
terc�pta d� masyarakat7.

Pada dasarnya seorang anak 
belum dapat menentukan perbuatan 
apa yang d�anggap ba�k atau buruk. 
Perbuatan anak yang tergolong sebaga� 
t�ndak p�dana pada umumnya adalah 
perbuatan yang d�t�ru sebaga�mana 
perbuatan yang d�lakukan orang 
dewasa. S�stem perad�lan p�dana 
k�ta saat �n� berpotens� terhadap 
tumbuh dan kembang anak khususnya 
yang berstatus narap�dana untuk 
kedepannya. Anak yang d�penjara 
t�dak akan berhas�l menjad� jera 
sepenuhnya mela�nkan dapat 
berpotens� menjad� anak yang leb�h 
profes�onal dalam melakukan t�ndak 
p�dana. Anak yang terl�bat t�ndak 
p�dana narkot�ka, contohnya sepert� 
anak yang semula hanya mengetahu� 
cara mengh�sap ganja, setelah masuk 
penjara, anak tersebut mengetahu� 
cara bertransaks� dar� dalam penjara. 
Perspekt�f sudut pandang ps�kolog�s, 
berbaga� s�kap dan t�ndakan sewenang-
wenang terhadap anak, serta semak�n 
kompleksnya masalah yang d�hadap� 
anak-anak zaman sekarang, d�tambah 
lag� faktor-faktor penunjang untuk 
terjad�nya proses belajar secara t�dak 

7  I Made Wahyu Chandra Satr�ana, 2013, 
Keb�jakan Formulas� Kead�lan Restorat�f 
Dalam S�stem Perad�lan P�dana Anak, 
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana,No. 3, 
Vol. 3, Ed�s� Jul� 2013, http://ojs.unud.
ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/v�ew/7309.
d�akses tanggal 29 Desember 2016.

langsung, sepert� tayangan-tayangan 
kekerasan d� telev�s�, sampa� dengan 
ber�ta kekerasan ser�us yang muncul 
akh�r-akh�r �n�. Sementara pada d�r� 
seorang anak, proses �m�tas�lah atau 
men�ru pal�ng dom�nan member�kan 
pengaruh terhadap d�r�nya8. 

       Berangkat dar� latar belakang 
d� atas, dalam penel�t�an �n� dapat 
d�tentukan rumusan masalah sebaga� 
ber�kut:
1. Apakah dampak pem�danaan bag� 

terp�dana anak yang melakukan 
penyalahgunaan narkot�ka?

2. Baga�manakah upaya 
d�vers� terhadap anak yang 
menyalahgunakan narkot�ka?
Penel�t�an  �n� merupakan 

karya �lm�ah asl� yang belum pernah 
d�tel�t� sebelumnya. Adapun karya 
�lm�ah yang terka�t dengan karya 
�lm�ah Penul�s tentang D�vers� T�ndak 
P�dana Narkot�ka Dalam S�stem 
Perad�lan Anak ya�tu karya �lm�ah 
dar� Made Ayu C�tra Maya Sar� tahun 
2013 dengan judul D�vers� Dalam 
S�stem Perad�lan Anak yang rumusan 
masalahnya adalah; 1. Baga�mana 
konseps� �de d�vers� oleh leg�slator 
dalam member�kan perl�ndungan 
hukum terhadap anak yang berkonfl�k 
dengan hukum?; 2. Apakah �de 
d�vers� telah d��mplementas�kan 

8 Made Ayu C�tra Maya Sar�, 2013,  D�vers� 
Dalam S�stem Perad�lan P�dana Anak 
D� Indones�a, Jurnal Mag�ster Hukum 
Udayana, No. 1, Vol. 2, Ed�s� Pebruar� 
2013, http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/
jmhu/art�cle/v�ew/4439,d�akses tanggal 
29 Desember 2016.
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dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang S�stem Perad�lan 
P�dana Anak tersebut?. Karya �lm�ah 
la�nnya yang terka�t ya�tu I Made 
Wahyu Chandra Satr�ana tahun 2013 
dengan judul Keb�jakan Formulas� 
Kead�lan Restorat�f Dalam S�stem 
Perad�lan P�dana Anak yang rumusan 
masalahnya adalah; 1. Apakah �de 
dasar kead�lan restorat�f dalam 
s�stem perad�lan p�dana anak?; 2. 
Baga�manakah keb�jakan formulas� 
kead�lan restorat�f dalam Undang-
Undang No. 11 tahun 2012 Tentang 
S�stem Perad�lan P�dana Anak?. 
Jelas nampak perbedaan dar� karya 
�lm�ah tersebut dengan karya �lm�ah 
yang d�buat oleh Penul�s. Adapun 
keunggulan karya �lm�ah �n� dar� 
karya �lm�ah la�nnya ya�tu membahas 
leb�h dalam tentang dampak negat�f 
yang t�mbul j�ka anak d�jatuhkan 
p�dana penjara dan membahas leb�h 
dalam upaya d�vers� terhadap anak 
yang melanggar ketentuan Pasal 127 
Undang-Undang Narkot�ka. 

 Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk member�kan gambaran yang 
jelas tentang dampak dar� penjatuhan 
sanks� p�dana dan upaya d�vers� bag� 
terp�dana anak yang menyalahgunakan 
narkot�ka dalam Undang-Undang 
Narkot�ka dengan berlakunya UU 
SPPA.

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an hukum merupakan 

segala akt�f�tas seseorang untuk 
menjawab permasalahan hukum 
yang bers�fat akadem�k dan prakt�s, 

ba�k yang bers�fat asas-asas hukum, 
norma-norma hukum yang h�dup 
dan berkembang dalam masyarakat 
yang berkenaan dengan kenyataan 
hukum dan masyarakat9. Penul�san 
karya �lm�ah �n� menggunakan jen�s 
penel�t�an hukum normat�f. Menurut 
pandangan Abdulkad�r Muhammad 
dalam bukunya yang berjudul “Hukum 
dan Penel�t�an Hukum”, menyatakan 
bahwa10:

“Penel�t�an hukum normat�f 
adalah penel�t�an hukum yang mengkaj� 
hukum tertul�s dar� berbaga� aspek 
ya�tu aspek teor�, sejarah, f�losof�, 
perband�ngan, struktur dan kompos�s�, 
l�ngkup dan mater� kons�stens�, 
penjelasan umum dan pasal dem� pasal, 
formal�tas dan kekuatan meng�kat 
suatu Undang-Undang, serta bahasa 
hukum yang d�pergunakan”.

Penel�t�an hukum normat�f 
d�lakukan dengan cara menel�t� bahan 
hukum yang d�peroleh dar� bahan 
hukum pr�mer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum ters�er, serta dalam 
penel�t�an hukum �n� mempergunakan 
pendekatan dalam memecahkan 
masalah, ya�tu dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (the 
statute approach) yang berhubungan 
dengan masalah yang d�bahas11. 

9 Za�nudd�n Al�, 2009, Metode Penelitian 
Hukum, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm.19 

10 Abdulkad�r Muhammad, 2004, Hukum dan 
Penelitian Hukum, PT C�tra Ad�tya Bakt�, 
Bandung, hlm. 101

11 Peter Mahmud Marzuk�, 2011, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada Med�a Group, 
Jakarta, hlm. 93
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dampak Pemidanaan Bagi 

Anak Yang Melakukan 
Penyalahgunaan Narkotika
Anak yang terl�bat kejahatan 

narkot�ka atau anak yang 
menyalahgunakan narkot�ka tentu 
t�dak secara t�ba-t�ba dapat melakukan 
hal tersebut, mela�nkan melalu� 
proses s�nd�kat peredaran gelap 
narkot�ka, d�mana kejahatan narkot�ka 
memang menjanj�kan keuntungan 
yang besar serta menyebabkan 
ketergantungan terhadap pemaka�nya. 
P�hak kepol�s�an tentunya melakukan 
t�ndakan atau langkah-langkah untuk 
melakukan upaya penanggulangan 
kejahatan terhadap penyalahgunaan 
narkot�ka. P�hak kepol�s�an secara 
gar�s besar dengan men�ndak secara 
tegas atau menerapkan ketentuan 
sanks� p�dana yang beror�entas� 
pada upaya untuk memberantas/
menumpas sesudah kejahatan 
terjad� (repressive) dan melalu� jalur 
ant�s�pat�f dengan berupaya mencegah 
(preventive) seh�ngga t�dak perlu 
d�terapkan ketentuan sanks� p�dana, 
yang beror�entas� pada upaya untuk 
mencegah/menangkal sebelum 
kejahatan terjad�12. 

Meng�ngat teor� pem�danaan 
ya�tu penjatuhan p�dana semata-mata 
karena seseorang telah melakukan suatu 
kejahatan atau t�ndak p�dana. Menurut 
teor� �n�, hukuman �tu d�jatuhkan 
sebaga� pembalasan terhadap para 
pelaku karena telah melakukan 
kejahatan yang mengak�batkan 

12         Koesno Ad�, Op.Cit., hlm. 83

kesengsaraan terhadap orang la�n atau 
anggota masyarakat13.

Menurut pendapat dar� Karl O. 
Chr�st�nsen meng�dent�f�kas�kan 5 
(l�ma) c�r� pokok dar� teor� pembalasan 
atau retr�but�f �n�, yakn�:
1. The purpose of punishment is 

just retribution (tujuan p�dana 
hanya sebaga� pembalasan); 

2. Just retribution is the ultimate aim, 
and not in itself a means to any 
other aim, as for instance social 
welfare which fom this point of 
view is without any significance 
whatsoever (pembalasan �alah 
tujuan utama dan d� dalamnya 
t�dak mengandung sarana-
sarana untuk tujuan la�n sepert� 
kesejahteraan masyarakat); 

3. Moral guilt is the only 
qualification for punishment 
(kesalahan moral sebaga� 
satu-satunya syarat untuk 
pem�danaan); 

4. The penalty shall be proportional 
to the moral guilt of the offender 
(p�dana harus d�sesua�kan 
dengan kesalahan s� pelaku); 

5. Punishment point into the 
past, it is pure reproach, and 
it purpose is not to improve, 
correct, educate or resocialize 
the offender (p�dana mel�hat ke 
belakang, �a sebaga� pencelaan 
yang murn� dan bertujuan t�dak 
untuk memperba�k�, mend�d�k, 
dan meresos�al�sas� pelaku)14.

13 Leden Marpaung, 2012, Asas-Teori-Praktik 
Hukum Pidana, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 4

14 Karl O Chr�st�ansen, 1974, Some Consideration 
on the Possibility of a Rational Criminal 
Policy, Resource Mater�al Ser�es No.7, 
UNAFEI, Tokyo, page 69
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Dasar pembenaran adanya p�dana 
adalah terletak pada tujuannya. P�dana 
d�jatuhkan bukan “quia peccatum 
est” (karena orang berbuat kejahatan) 
mela�nkan “ne peccetur” (supaya 
orang jangan melakukan kejahatan)15. 
Tujuan pem�danaan pada dasarnya 
terdapat t�ga pokok pem�k�ran tentang 
tujuan yang �ng�n d�capa� dengan suatu 
pem�danaan, ya�tu:
1. Untuk memperba�k� pr�bad� dar� 

penjahat �tu send�r�;
2. Untuk membuat orang menjad� 

jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan;

3. Untuk membuat penjahat 
tertentu menjad� t�dak mampu 
melakukan kejahatan la�n, yakn� 
penjahat yang dengan cara-cara 
yang la�n sudah t�dak dapat 
d�perba�k� lag�16.
Menurut Van Hamel tujuan 

pem�danaan adalah sebaga� ber�kut: 
1. Pem�danaan harus memuat suatu 

anas�r yang menakutkan supaya 
s� pelaku t�dak melakukan n�at 
buruk; 

2. Pem�danaan harus memuat 
suatu anas�r yang memperba�k� 
bag� terp�dana yang nant�nya 
memerlukan suatu reclesser�ng; 

3. Pem�danaan harus memuat 
suatu anas�r memb�nasakan bag� 
penjahat yang sama sekal� t�dak 
dapat d�perba�k� lag�;

15  Ibid.
16  P.A.F.Lam�ntang dan Theo Lam�ntang, 2012, 

Hukum Penitensier, Cetakan Kedua, S�nar 
Graf�ka, Jakarta, hlm. 11

4. Tujuan satu-satunya dar� pem�-
danaan adalah mempertahankan 
tata tert�b hukum17.
Penjatuhan p�dana penjara 

bag� anak tentunya akan membawa 
dampak negat�f yang berkepanjangan, 
yang justru bers�fat kontra produkt�f 
j�ka d�l�hat dar� tujuan pem�danaan 
�tu send�r�. Tujuan pem�danaan 
khususnya bag� anak, dalam 
kenyataannya t�dak dapat d�penuh� 
dengan penjatuhan p�dana penjara 
kepada anak. Pem�danaan bag� 
anak ser�ngkal� menempatkan anak 
pada s�tuas� yang akan merug�kan 
anak tersebut d� kemud�an har�. 
Perlakuan buruk yang d�hadap� juga 
terkadang mas�h terjad� ket�ka anak 
berada dalam tahanan ataupun dalam 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 
sepert� pemalakan bahkan d�ancam 
untuk �kut serta dalam transaks� gelap 
narkot�ka oleh tahanan atau narap�dana 
dewasa. Hal tersebut d�mungk�nkan 
terjad� walaupun sel anak dan sel 
dewasa d�tempatkan secara terp�sah, 
karena m�n�mnya fas�l�tas antara 
narap�dana anak dan narap�dana 
dewasa mas�h dapat ber�nteraks�18. Hal 
tersebut berdampak secara langsung 
terhadap anak, karena anak mem�l�k� 
keb�asaan untuk men�ru, dan selama 
d� l�ngkungan penjara d�khawat�rkan 
anak tersebut akan �kut terl�bat serta 
banyak belajar tentang kejahatan 
khususnya narkot�ka. Bahwasanya ada 
beberapa faktor penyebab keterl�batan 

17 Ibid., hlm. 18
18 Koesno Ad�, Op.Cit., hlm. 103
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narap�dana dalam peredaran gelap 
narkot�ka, ba�k faktor �nternal maupun 
eksternal. Faktor �nternal berka�tan 
dengan masalah sarana dan prasarana 
serta pengawasan dan kontrol petugas 
d� dalam Lapas �tu send�r�, sedangkan 
faktor eksternal yang d�hadap� 
berka�tan dengan kecenderungan yang 
sangat t�ngg� d�jatuhkannya sanks� 
penjara/pengurungan atas pelanggaran 
hukum seh�ngga ak�bat dom�nas� 
penjatuhan p�dana penjara tersebut19.

Secara umum, penerapan sanks� 
p�dana terhadap anak justru akan 
men�mbulkan dampak negat�f yang 
leb�h luas dan kompleks d�band�ngkan 
dengan penerapan sanks� p�dana 
terhadap orang dewasa. Made Sadh� 
Astut� berpendapat bahwa penerapan 
sanks� p�dana anak akan men�mbulkan 
kerug�an ya�tu:
1. Anak menjad� leb�h ahl� tentang 

kejahatan;
2. Anak d�ber� cap jahat oleh 

masyarakat yang d�sebut 
st�gma;

3. Masyarakat menolak kehad�ran 
mantan narap�dana anak;

4. Masa depan anak menjad� 
suram20.
Mulad� berpendapat bahwa 

19 I Gede Artha dan I Wayan W�ryawan, 
Pengendal�an Peredaran Gelap Narkot�ka 
Oleh Narap�dana Dar� Dalam Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS), Jurnal 
Mag�ster Hukum Udayana, No. 3, Vol. 
4, Ed�s� September 2015, http://ojs.
unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/v�ew/
18065,d�akses tanggal 29 Desember 
2016

20 Koesno Ad�, Op.Cit., hlm. 141

dampak p�dana penjara t�dak hanya 
d�rasakan oleh terp�dana yang dalam 
hal �n� adalah anak, mela�nkan juga 
pada keluarga maupun orang-orang 
yang h�dupnya tergantung pada 
terp�dana21. Real�tasnya banyak anak 
yang terpaksa harus membantu bekerja 
karena justru harus menjad� tulang 
punggung ekonom� keluarganya. 
Dampak la�nnya bag� masyarakat, 
kerug�an nampak dar� ser�ng t�mbulnya 
res�d�v�sme sebaga� ak�bat penjatuhan 
sanks� p�dana penjara.

 Penjatuhan p�dana penjara dalam 
perkara t�ndak p�dana narkot�ka oleh 
hak�m khususnya kepada anak kadang 
bers�fat repres�f oleh karena belum 
adanya ketentuan pasal yang mengatur 
tentang anak yang menyalahgunakan 
narkot�ka. Berdasarkan Undang-
Undang Narkot�ka, bahwa t�ndak 
p�dana narkot�ka d�ancam dengan 
sanks� p�dana yang t�ngg� dan berat 
dengan d�mungk�nkannya terdakwa 
d�von�s maks�mal yakn� p�dana mat� 
sela�n p�dana penjara dan p�dana 
denda. Meng�ngat t�ndak p�dana 
narkot�ka termasuk dalam jen�s t�ndak 
p�dana khusus maka ancaman p�dana 
terhadapnya dapat d�jatuhkan secara 
kumulat�f dengan menjatuhkan 2 jen�s 
p�dana pokok sekal�gus, m�salnya 
p�dana penjara dan p�dana denda atau 
p�dana mat� dan p�dana denda. P�dana 
penjara seharusnya d�jatuhkan kepada 
anak justru d�lakukan ket�ka t�dak ada 
alternat�f la�n. Adapun secara teor�t�s 
kecenderungan hak�m yang selalu 

21         Koesno Ad�, Op.Cit., hlm. 104
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menjatuhkan p�dana penjara kepada 
anak dapat d�persoalkan karena 
beberapa hal ber�kut:
1. P�dana pada dasarnya merupakan 

sebuah alat untuk mencapa� 
tujuan pem�danaan. Apab�la 
fungs� dar� alat tersebut t�dak 
dapat memenuh� tujuan yang telah 
d�tentukan, maka t�dak ada alasan 
untuk tetap menggunakan alat 
tersebut. T�dak adanya jam�nan 
j�ka anak yang d�jatuh� p�dana 
penjara maka dengan send�r�nya 
�a akan kembal� menjad� anggota 
masyarakat yang ba�k dan 
taat hukum. Justru ser�ngkal� 
d�ketahu� bahwa p�dana penjara 
membawa dampak negat�f yang 
sangat merug�kan bag� terp�dana 
khususnya terp�dana anak.

2. Penggunaan hukum p�dana 
sebaga� sarana penanggulangan 
penyalahgunaan narkot�ka, 
hanya dapat d�benarkan 
manakala dampak negat�f 
d�gunakannya p�dana penjara 
sebaga� sarana penanggulangan 
penyalahgunaan narkot�ka 
d�lakukan oleh anak mengandung 
kelemahan mendasar. Hal �n� 
d�sebabkan oleh karena efekt�f�tas 
penggunaan p�dana penjara 
sebaga� sarana penanggulangan 
penyalahgunaan narkot�ka 
belum d�ketahu� efekt�f�tasnya, 
sementara dampak negat�fnya 
relat�f dapat d�past�kan22.

22         Koesno Ad�, Op.Cit., hlm. 105

3.2  Upaya Diversi Terhadap 
Anak Yang Menyalahgunakan 
Narkotika
Anak yang melakukan t�ndak 

p�dana pada dasarnya adalah anak 
yang bermasalah dan d�kategor�kan 
dalam �st�lah kenakalan anak. Ist�lah 
kenakalan anak mengacu pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Pengad�lan Anak, 
kemud�an setelah berlakunya Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 
S�stem Perad�lan P�dana Anak maka 
�st�lah kenakalan anak tersebut berubah 
menjad� �st�lah anak yang berkonfl�k 
dengan hukum23.

UU SPPA t�dak semata-mata 
bertujuan untuk menjatuhkan sanks� 
p�dana bag� anak pelaku t�ndak p�dana, 
tetap� leb�h d�fokuskan pada dasar 
pem�k�ran bahwa penjatuhan sanks� 
tersebut sebaga� sarana mendukung 
mewujudkan kesejahteraan anak 
pelaku t�ndak p�dana24. Dalam hal 
mewujudkan kesejahteraan anak 
sebaga� pelaku t�ndak p�dana sedapat 
mungk�n anak tersebut agar terh�ndar 
dar� keterl�batan anak dalam proses 
s�stem perad�lan p�dana anak. Hal 
tersebut akan berdampak negat�f bag� 
ps�kolog�s anak �tu send�r�, maka dar� 
�tu aparat penegak hukum d�ber�kan 
kewenangan untuk mengal�hkan 
penyelesa�an perkara t�ndak p�dana 
anak dar� proses perad�lan ke proses 
23 M. Nas�r Jam�l,2013, Anak Bukan Untuk 

Dihukum, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 32.
24 Setya Wahyud�, 2011, Implementasi Ide 

Deversi Dalam Pembaharuan Sistem 
Peradilan Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1 , 
Genta Publ�sh�ng, Yogyakarta, hlm. 1.
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non perad�lan yang d�sebut dengan 
d�vers�. Dengan dem�k�an, adalah 
t�dak pada tempatnya apab�la proses 
perad�lan anak hanya d�lakukan atas 
alasan untuk mencar� leg�t�mas� 
yur�d�s-sos�olog�s terhadap p�dana 
yang d�jatuhkan hak�m berupa 
p�dana perampasan kemerdekaan25. 
Penegasan terhadap hal �n� secara 
ekspl�s�t tertuang dalam Resolus� 
PBB 45/113 yang mula� berlaku pada 
tanggal 14 Desember 1990, perlunya 
d�tegakkan dan d�l�ndung� hak-
hak dan keselamatan anak d� dalam 
penyelenggaraan perad�lan anak, guna 
terwujudnya kesejahteraan f�s�k dan 
mental26.

UU SPPA dalam ketentuan Pasal 
1 angka 7 menyatakan bahwa d�vers� 
adalah pengal�han penyelesa�an 
perkara Anak dar� proses perad�lan 
p�dana ke proses d� luar perad�lan 
p�dana. Adapun tujuan d�vers� yang 
d�nyatakan pada ketentuan Pasal 6 UU 
SPPA, ya�tu:
D�vers� bertujuan: 
1. mencapa� perdama�an antara 

korban dan Anak; 
2. menyelesa�kan perkara Anak d� 

luar proses perad�lan; 
3. mengh�ndarkan Anak dar� 

perampasan kemerdekaan; 
4. mendorong masyarakat untuk 

berpart�s�pas�; dan 
5. menanamkan rasa tanggung 

jawab kepada Anak. 

25 Koesno Ad�, Op.Cit., hlm. 122
26 Loc.Cit.

Menurut Setya Wahyud�, adapun 
manfaat pelaksanaan program d�vers� 
bag� pelaku t�ndak p�dana anak dapat 
d�kemukakan sebaga� ber�kut: 
a. Membantu anak-anak belajar 

dar� kesalahannya melalu� 
�ntervens� secepat mungk�n; 

b. Memperba�k� luka-luka 
ak�bat kejad�an tersebut, 
kepada keluarga, korban dan 
masyarakat;

c. Kerjasama dengan p�hak orang 
tua, pengasuh, dan d�ber� nasehat 
dalam h�dup sehar�-har�; 

d. Melengkap� dan membangk�tkan 
rasa tanggung jawab anak-
anak untuk membuat suatu 
keputusan; 

e. Berusaha untuk mengumpulkan 
dana untuk member�kan rest�tus� 
kepada korban; 

f. Member�kan tanggung jawab 
anak atas perbuatannya, dan 
member�kan pelajaran tentang 
kesempatan untuk mengamat� 
ak�bat-ak�bat dan efek kasus 
tersebut; 

g. Member�kan p�l�han kepada 
pelaku untuk berkesempatan 
menjaga agar tetap bers�h atas 
cacatan kejahatan; 

h. Mengurang� beban pada 
perad�lan dan lembaga penjara; 

�. Pengendal�an kejahatan anak/
remaja27.
Ide d�vers� �n� pada dasarnya 

untuk mengh�ndar� efek negat�f 
pemer�ksaan konvens�onal perad�lan 

27 Setya Wahyud� , Op.Cit., hlm. 60
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p�dana anak terhadap anak, ba�k efek 
negat�f proses perad�lan maupun efek 
negat�f st�gma atau cap jahat proses 
perad�lan, maka pemer�ksaan secara 
konvens�onal d�al�hkan, dan kepada 
anak tersebut d�kenakan program-
program d�vers�. Adapun syarat-syarat 
d�lakukan �de d�vers� dalam perkara 
anak, ya�tu:
1. Pelaku anak yang baru pertama 

kal� melakukan t�ndak p�dana;
2. Umur anak relat�f mas�h muda;
3. Implementas� bentuk program-

program d�vers� yang d�kenakan 
pada anak mendapat persetujuan 
pada orang tua/wal�, maupun 
anak yang bersangkutan;

4. Kejahatan yang d�lakukan 
dapat t�ndak p�dana yang r�ngan 
ataupun yang berat (dalam kasus 
tertentu);

5. Anak telah mengaku bersalah 
melakukan t�ndak p�dana/
kejahatan;

6. Masyarakat mendukung dan 
t�dak keberatan, atas pengal�han 
pemer�ksaan �n�;

7. J�ka pelaksanaan program d�vers� 
gagal, maka pelaku anak tersebut 
d�kembal�kan untuk d�per�ksa 
secara formal28.
Undang-Undang Narkot�ka 

t�dak secara khusus mengatur tentang 
stelsel sanks� bag� anak, m�salnya 
dalam ketentuan Pasal 111, Pasal 
112 atau Pasal 114 Undang-Undang 
Narkot�ka t�dak ada pernyataan tentang 
pengaturan anak, maka dar� �tu dalam 

28 Made Ayu C�tra Maya Sar�, Loc.Cit.

Undang-Undang Narkot�ka terhadap 
anak yang menyalahgunakan narkot�ka 
juga harus mengacu pada UU SPPA 
sebaga� ketentuan khususnya.

Pedoman pem�danaan bag� anak 
terdapat pada rumusan UU SPPA 
dalam ketentuan Pasal 71 sampa� 
dengan Pasal 81. Ketentuan Pasal 81 
ayat (2) menyatakan bahwa  p�dana 
penjara yang dapat d�jatuhkan kepada 
anak pal�ng lama 1/2 (satu perdua) dar� 
maks�mum ancaman p�dana penjara 
bag� orang dewasa. Meng�ngat bahwa 
p�dana penjara terhadap anak hanya 
d�gunakan sebaga� upaya terakh�r, 
maka dar� �tu dalam s�stem perad�lan 
p�dana anak waj�b mengutamakan 
pendekatan kead�lan restorat�f dan waj�b 
d�upayakan d�vers�, hal tersebut sesua� 
dengan pernyataan pada ketentuan 
Pasal 5  UU SPPA. Pelaksanaan d�vers� 
d�atur pada ketentuan Pasal 7 ayat 
(2) yang menyatakan bahwa d�vers� 
d�laksanakan dalam hal t�ndak p�dana 
yang d�lakukan: 
a. d�ancam dengan p�dana penjara 

d� bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. bukan merupakan pengulangan 

t�ndak p�dana. 
Seseorang yang melakukan 

t�ndak p�dana narkot�ka, ancaman 
hukumannya adalah m�n�mal t�ga bulan 
p�dana kurungan serta m�n�mal satu 
tahun p�dana penjara, dan maks�mal 
p�dana penjara seumur h�dup atau 
p�dana mat�, dan denda pal�ng rendah 
Rp1.000.000,00 (satu juta rup�ah) dan 
denda maks�mal Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh m�l�ar rup�ah). Dalam hal 
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t�ndak p�dana yang d�lakukan oleh anak, 
hanya anak yang melakukan t�ndak 
p�dana yang d�atur pada ketentuan 
Pasal 127 ayat (1) dan ketentuan Pasal 
131 Undang-Undang Narkot�ka yang 
dapat d�lakukan upaya d�vers� oleh 
karena hanya ketentuan tersebutlah 
ancaman p�dana penjaranya yang d� 
bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan 
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang 
Narkot�ka menyatakan bahwa set�ap 
penyalah guna:
a. Narkot�ka Golongan I bag� d�r� 

send�r� d�p�dana dengan p�dana 
penjara pal�ng lama 4 (empat) 
tahun;

b. Narkot�ka Golongan II bag� d�r� 
send�r� d�p�dana dengan p�dana 
penjara pal�ng lama 2 (dua) 
tahun; dan

c. Narkot�ka Golongan III bag� d�r� 
send�r� d�p�dana dengan p�dana 
penjara pal�ng lama 1 (satu) 
tahun.
Ketentuan Pasal 131 Undang-

Undang Narkot�ka menyatakan bahwa: 
“Set�ap orang yang dengan sengaja 
t�dak melaporkan adanya t�ndak 
p�dana sebaga�mana d�maksud dalam 
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 
114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, 
Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat 
(1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 
d�p�dana dengan p�dana penjara pal�ng 
lama 1 (satu) tahun atau p�dana denda 
pal�ng banyak Rp50.000.000,00 (l�ma 
puluh juta rup�ah)”.

Proses d�vers� d�laksanakan 
melalu� musyawarah dengan 
mel�batkan anak dan juga orang tua 
maupun wal�nya, korban dan atau 
orang tua atau wal�nya, pemb�mb�ng 
kemasyarakatan dan juga pekerja sos�al 
profes�onal berdasarkan pendekatan 
kead�lan restorat�f. Dalam pelaksanaan 
proses d�vers� �n� waj�b d�perhat�kan 
mengena� kepent�ngan korban, 
kesejahteraan dan tanggung jawab anak, 
pengh�ndaran anak dar� st�gma negat�f, 
pengh�ndaran anak dar� pembalasan, 
keharmon�san masyarakat, dan juga 
waj�b d�perhat�kan hal-hal la�n sepert� 
kepatutan, kesus�laan, dan ketert�ban 
umum. Apab�la dalam proses d�vers� 
t�dak menghas�lkan kesepakatan atau 
kesepakatan d�vers� t�dak d�laksanakan 
maka sesua� ketentuan Pasal 13 UU 
S�stem Perad�lan Anak maka akan 
d�lanjutkan pada proses perad�lan 
p�dana anak.       

IV.  KESIMPULAN
1. Penjatuhan p�dana pada dasarnya 

adalah karena seseorang telah 
melakukan suatu kejahatan 
atau t�ndak p�dana. Anak 
yang berhadapan dengan 
hukum dalam hal melakukan 
t�ndak p�dana narkot�ka yang 
d�jatuh� p�dana bertujuan untuk 
memperba�k� pr�bad� dar� anak 
�tu send�r�, untuk membuat anak 
menjad� jera dalam melakukan 
kejahatan-kejahatan, dan untuk 
membuat res�d�v�s anak menjad� 
t�dak mampu melakukan 
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kejahatan lag�. Namun, pada la�n 
s�s� penjatuhan p�dana terhadap 
anak malah akan merug�kan 
anak tersebut d� kemud�an har�. 
Penerapan sanks� p�dana anak 
akan men�mbulkan dampak 
negat�f berupa kerug�an-
kerug�an, ya�tu anak menjad� 
leb�h ahl� tentang kejahatan, anak 
d�ber� cap jahat oleh masyarakat 
yang d�sebut st�gma, masa depan 
anak menjad� suram, bahkan 
dalam keh�dupan bermasyarakat, 
masyarakat menolak kehad�ran 
mantan narap�dana anak.

2. UU SPPA bertujuan sebaga� 
sarana untuk mendukung 
mewujudkan kesejahteraan anak 
pelaku t�ndak p�dana. Maka dar� 
�tu dalam UU SPPA adanya 
upaya d�vers� bag� anak dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 7, d�vers� 
adalah pengal�han penyelesa�an 
perkara Anak dar� proses 
perad�lan p�dana ke proses d� 
luar perad�lan p�dana. Undang-
Undang Narkot�ka belum 
mengatur mengena� pengaturan 
anak yang menyalahgunakan 
narkot�ka, maka dar� �tu dalam 
Undang-Undang Narkot�ka 
terhadap anak juga harus 
mengacu pada UU SPPA 
sebaga� ketentuan khususnya.  
Undang-Undang Narkot�ka 
mengena� anak, hanya anak yang 
melakukan t�ndak p�dana yang 
d�atur pada ketentuan Pasal 127 
ayat (1) dan ketentuan Pasal 131 

Undang-Undang Narkot�ka yang 
dapat d�lakukan upaya d�vers� 
oleh karena hanya ketentuan 
tersebutlah ancaman p�dana 
penjaranya yang d� bawah 7 
(tujuh) tahun. P�dana penjara 
terhadap anak hanya d�gunakan 
sebaga� upaya terakh�r, maka 
dar� �tu j�ka proses d�vers� t�dak 
menghas�lkan kesepakatan maka 
sesua� ketentuan Pasal 13 UU 
S�stem Perad�lan Anak maka 
akan d�lanjutkan pada proses 
perad�lan p�dana anak.
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